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B U P A T I D O N P U
PERATURAN BUPATI DOMPU

NOMOR ~ / T A H UN 2 0 15

TENTANG

TATACARA PEMB E RIAN TAMBA HAN PENGH A SILAN
B AGI PEGAWAI NEGERI SIPIL LINGKUP PEMERINTAH DAERA H

Menimbang

Daerah;

KABUPATEN DOMPU

BUPATI D O M PU,

bahwa berdasarkan ketentuan pasal 63 Peraturan
Pemerintah N omor 5 8 T ahun 200 5 tentang
Pengelolaan Keuangan D aerah d a n P asal 3 9
P eraturan M e n ter i D a lam N eger i N o mor 1 3 T a h u n
2 006 ten t a n g Ped oman Pengelolaan Keuangan
Daerah, Pemerintah D a erah d a p a t memberikan
tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil
Daerah berdasarkan pert imbangan obyektif dalam
r angka pen ingkatan k esejahteraan p egawai d a n
peningkatan m otivasi k e r j a berdasarkan beban
kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan
profesi dan prestasi kerja;
bah wa pem b er ian tarn bahan pe n ghasilan
sebagaimana d imaksud p ada h u ru f a di b e r iken
berdasarkan kemampuan keuangan daerah setelah
memperoleh persetujan DPRD m e lalu i Peraturan
Daerah ten t a n r r A pi aran Pendapatan dan Belanga

bahwa b e rdasarkan p e r t imbangan seba ~a!mana
d imaksud d a lam h u r u f a dan h uruf b perl u
menetapkan Peraturan B u p at i t e n tang T a tacara
Pemberian Tambahan Penghasilan B ag i P egawai
Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten
Dompu Tahun Anggaran 2015;

1. U n d ang-Undang Nomor 6 9 T a hu n 1 9 5 8 t e n tang
Pembentukan Daerah-daerah T ingkat I I dalam
Wilayah Daerah-daerah T ingkat I Ba li , N u s a
Tenggara Barat d a n N u s a T e nggara T i mur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958
Nomor 122 , Ta rnbahan L embaran Negara Repub l ik
Indonesia Nomor 1665);

Mengingat



Undang-Undang Nomor 32 ' I 'ah.;r i ' :i~04 t en tang
Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor i" ~, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indones'a Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali , terakhir
d engan Undang-Undang Nomor 1 2 T a hu n 2 0 0 8
tentang Perubahan Ke du a a tas U n dang-Undang
Nomor 3 2 Ta h u n 20 0 4 te n t ang P emerintahan
Daerah ( Lembaran N egara R e publik Ind onesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);
Undang-Undang Nomor 12 T a hun 2 0 1 1 t e n tang
Pembentukan Per a turan Per u n dang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);
Peraturan Pemerintah N omor 5 8 Tahun 20 0 5
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik I n donesia
Nomor 4578);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 t e n tang P edoman Pengelolaan K euangan
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Da lam N egeri N omor 2 1 T ahun 2 0 1 1
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri
D alam Negeri Nomor 1 3 Ta h u n 2 006 t e n t a n g
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 T ahun
2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 37 Tahun
2014 tentang Pedoman Pengmsunan APBD Tahun
2015;
Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomoi 09
Tahun 2014 t en tang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran
Daerah Kabupaien Dompu Tahurl 2014 Nomor 09).

' h E& 1 E 1 Tm T v A v r a sr
i VLWIVL 'V j U D ~ LY

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG TATACARA PEMBERIAN
TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
LINGKUP PEM ERINTAH DAERAH K A B U PATEN D O M PU
TAHUN ANGGARAN 2015.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan
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tahun 2015.

I, Daerah adalah Kabupaten Dompu.
2 . Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Dompu .
3. Dewan Penvakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah

Dewan Perwakilan Rakyat D aerah s ebagai u n su r p e nyelenggara
pemerintah daerah bersama Kepala Daerah.

4, Bupati adalah Bupati Dompu.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD

adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dompu

6. Satuan Kerja Peangkat Daerah yang se lanjutnya d i s ingkat SKPD
adalah peragkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna
anggaran/pengguna barang;

7, Dokumen Pelaksanaan Anggaran selanjutnya d isebut DPA adalah
dokumen perencanaan penganggaran yang berisi rencana pendapatan
d an r e n cana b e l anja p r o g ram d a n keg i a tan S K P D s e r t a rencana
pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

8. Tambahan penghasilan adalah tambahan penghasilan yang d"'berikan
kepada Pegawai Negeri S ipi l D a erah b e rdasarkan p e r t imbangan
obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan
persetujuan DPRD, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

BAB I I
TU JUAN

Pasal 2

Tambahan penghasilan diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah
dengan tu juan u n tu k m e n ingkatkan kesejahteraan dan p en ingkatan
motivasi kerja p egawai berdasarkan beban k e r ja , tempat bertugas,
kondisi k e r ja , k e langkaan p r o fesi da n pr e s tasi k e r j a b e rdasarkan
pertimbangan obyektif dan kemampuan keuangan Daerah.

BAB III
TAMBAHAN PENGHASI LAN

Pasal 3

(1) Tambahan penghasilan ditetapkan berdasarkan beban kerja diberikan
kepada seluruh Pegawai Negeri Sipi l (PNS) Daerah pada l ingkup
Pemerintah Kabupaten Dompu k ecual i pegawai negeri s ipi l y a ng
melakukan tugas belajar, pegawai negeri sipil yang sudah ditetapkan
sebagai tersangka/tahanan jaksa atau Polisi dan yang berstatus Calon
Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD).

(2) Pegawai Negeri Sipil yang sedang melaksanakan cuti, sakit lebih dari 3
( tiga) hari dan izin dan mengganggu pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi tidak dibayarkan tambahan penghasilan.
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BAB IV
SANKSI

Pasal 4

Pimpinan unit kerja atau petugas yang diberi wewenang mengelola daftar
hadir pegawai pada uni t kerjanya yang t idak melakukan tugas secara
tepat dan benar dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 53 Tahun 2011 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipih

Pasal 5

Pembebanan a nggaran u n t u k membiayai tambahan p e nghasilan
sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 d i bebankan melalui AnggaranPendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2015,

Pasal 6

Pembebanan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal
4 diperhitungkan dalam rencana kerja anggaran masing-masing SKPD,
melalui rekening belanja daerah yaitu belanja pegawai khusus rekening
tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja dengan kode rekening
5.1,1.02.

BAB V
BESAR TAMBAHAN PENGHASI LAN

Pasal 7

(4I A n i h i l ~ 1

diberikan tambahan penghasilan.

Illa- I I Ih di s e t s r DU&n Aw 1 . v

jabatan struktural atau non eselon.

(1) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud da larn pasal 3
ditetapkan berdasarkan eselonering bagi pejabat struktural tenaga
pengawas penyelenggara urusan pemerintah un tuk Gol , IVa-IVb
disetarakan dengan eselon I l la, tenaga pengawas penyelenggara
urusan pemer in tah u n tu k G o l . I l l c - I IId d isetarakan dengan eselon
IV a, tenaga pengawas penyelenggara urusan pemerintah untuk Gol.

• pan eselon va , dan b e rdasarkan go longan
hagi guru dan pegawai negeri sipil daerah yang tidak menduduki

(2) Selain pegawai negeri sipil dan guru sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) kepala sekolah pada satuan pendidkan SMP,. SMA/SMK,
pengawas mata pelajaran pada lingkup Dinas Pendidikan Pemuda
dan Olah Raga Kabupaten Dompu, karena besarnya beban kerja

( ) ambahan p e nghasilan selain b e rdasarkan eselonering dangolongan, juga d i p e rh i tungkan kemampuan, produktif itas dan
tingkat kehadiran dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

~~iiiarnpuan p r o d u k t i f i tas da n t i n g ka t k e h a d i ran
setia pbulan hanya 30 % maka, tambahan penghasilan tersebut dibayar

30 % dari pagu anggaran yang telah ditetapkan.
(5) Rincian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dan (2) d''tetapkan sebagai berikut :
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a. Eselon I l .a Rp. 6,000.000,-
b. Eselon I l .b Rp. 2,000.000,-
c E s e lon I l l . a Rp. 1 500 000,-
d. Eselon II I .b Rp. 1 200 000,-
e. Eselon IV.a Rp. 8 0 0 ,000,-
f.Eselon IV.b Rp. 7 0 0 .000,-
g. Eselon V.a Rp. 5 0 0 .000,-
h. Pengawas dan pengawas mata pelajaran Rp. 7 0 0 .000,-
i. Kepala TK,SD,SMP. SMA/SMK Rp. 7 0 0 .000,-
j. Gol. IV dan III non eselon dan guru Rp. 4 0 0 .000,-
k. Gol. II dan I Rp, 3 5 0 .000,-

(6) Tata cara perhitungan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 dan 4
ditetapkan sebagaimana dalam lampiran Peraturan Bupati ini,

BAB VI
PEN UTUP

Pasal 8
Dalam ha l t e r jadi p e rubahan kebijakan pemerintah y ang m engatur
mengenai p e rangkat daerah p e mbayaran tambahan p e n ghasilan
dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dibayarkan
terhitung sejak tanggal 1 Januari 2015.

Pasal 9

Pasal 10
Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar se t iap o r a ng mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupat i i n i d e ngan p enempatannya da lam B e r i ta D aerah
Kabupaten Dompu.

D itetapkan d i D o m p u
pada tanggal+C g®W4'~ 2 01 5

BUPATI D O M P ~ ~

H. BAMBANG M. YASIN
Diundangkan di Dompu
pada tanggal Q g WUv~ 2015

SEK TA D ERAH ,

H. AGU ARI
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DOMPU TAHUN 2015 NOMOR 30
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LAMPIRAN PERATUr.: '.'- B':. ATI DOMPU
NOMOR : y' T.' H U N 2 0 15

TENTANG : TATACARA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN HAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL LINGKUP PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN DOMPU,

TANGGAL ; S c <~ ~~ » 20 15

INDIKATOR PENILAIAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL, LINGKUP
PEMERINTAH KABUPATEN DOMPU

No.
PERSENTASE

(%) POTONGAN
DARI YANG
DITERIMA

KOMPONEN

4

Tidak ada kabar (tanpa keterangan)
T erlambat da tang d i a tas 5 me n i t d a r i j a m
masuk kerja yang telah ditetapkan
Cepat pulang dari jam pulang kerja yang telah
ditetapkan tampa ijin dari atasan langsung.
Sakit dengan pemberitahuan tetapi lebih dari 2
hari tanpa surat ke terangan dokter d ianggap
tanpa keterangan.
D ikenakan sangsi PP Nomor 53 Tahun 20 10
kriteria berat (d ikenakan potongan perbulan
selama mengalami sangsi),
Dikenakan sanksi disiplin PP Nomor 53 Tahun
2010 k r i t eria s e dang ( d ikenakan p o tongan
perbulan selama menjalani sanksi),
Dikenakan sanksi disiplin PP Nomor 53 Tahun
2010 k r i t eria r i n gan ( d i kenakan p o tongan
perbulan selama menjalani sanksi),

25%

50%

4%

2%

4%
2%

15%

~B U PATI DOMPU,
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